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Pengantar

"Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya Penyusunan Modul Pengantar Kerja
Inklusif dapat terselenggara dengan baik. Seiring dengan
diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang
Ketenagakerjaan, negara menegaskan komitmennya untuk
memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang
disabilitas dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Namun
demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan di
lapangan, salah satunya adalah keterbatasan kompetensi dan
pemahaman para pengantar kerja dalam memberikan
layanan yang inklusif terhadap penyandang disabilitas.

Pengantar Kerja dituntut untuk tidak hanya memahami
proses penempatan tenaga kerja secara umum, tetapi juga
memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi,
mengidentifikasi potensi, serta menyesuaikan kebutuhan
penyandang disabilitas dengan peluang kerja yang tersedia.
Saat ini, masih terbatas bahan ajar dan pedoman yang secara
khusus mengarahkan Pengantar Kerja dalam melaksanakan
penempatan tenaga kerja disabilitas secara profesional dan
berbasis inklusivitas.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga modul
ini dapat menjadi dokumentasi yang bermanfaat, sarana
evaluasi, sekaligus acuan dalam upaya mewujudkan
penyelenggaraan inklusivitas yang lebih efektif, terarah, dan
tepat sasaran di masa mendatang.,,

Qesem ber 2025

NIP 19691022 199403 2 001
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Latar Belakang
Penyusunan Modul

Dalam upaya mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dan
berkeadilan, keberadaan Pengantar Kerja memiliki peranan yang sangat strategis
sebagai jembatan antara Pencari Kerja dan Pemberi Kerja. Seiring dengan
diterapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas
Bidang Ketenagakerjaan, negara menegaskan komitmennya untuk memberikan
kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan
yang layak. Namun demikian, masih banyak tantangan dalam pelaksanaan di
lapangan, salah satunya adalah keterbatasan kompetensi dan pemahaman para
Pengantar Kerja dalam memberikan layanan yang inklusif terhadap penyandang
disabilitas.

Pengantar Kerja dituntut untuk tidak hanya memahami proses penempatan tenaga
kerja secara umum, tetapi juga memiliki kemampuan khusus dalam berkomunikasi,
mengidentifikasi potensi, serta menyesuaikan kebutuhan penyandang disabilitas
dengan peluang kerja yang tersedia. Saat ini, masih terbatas bahan ajar dan pedoman
yang secara khusus mengarahkan Pengantar Kerja dalam melaksanakan penempatan
tenaga kerja disabilitas secara profesional dan berbasis inklusivitas.

Hal ini menjadi urgensi tersendiri untuk menghadirkan modul yang dapat
mengembangkan kompetensi fungsional Pengantar Kerja sesuai dengan tuntutan
zaman dan kebijakan nasional terkait ketenagakerjaan inklusif. Sebagai bentuk
dukungan terhadap peningkatan kapasitas aparatur fungsional, penyusunan Modul
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja Bidang
Penempatan Tenaga Kerja Disabilitas diharapkan mampu menjadi pedoman
komprehensif bagi para Pengantar Kerja di seluruh Indonesia.

Modul ini tidak hanya memperkuat aspek teknis pelaksanaan penempatan tenaga
kerja disabilitas, tetapi juga menanamkan nilai-nilai empati, sensitivitas layanan, dan
pemahaman hak-hak penyandang disabilitas di dunia kerja. Dengan demikian, melalui
penguatan kapasitas ini, diharapkan terwujud layanan ketenagakerjaan yang lebih
adil, setara, dan berkelanjutan bagi semua warga negara tanpa terkecuali.
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Tujuan

Membekali ASN Pengantar Kerja dengan pengetahuan dan sikap inklusif
agar mampu melayani Pencari Kerja disabilitas secara inklusif dan

aksesibel.

Meningkatkan keterampilan teknis dalam memberikan layanan kepada
Pencari Kerja disabilitas, termasuk kemampuan komunikasi, asesmen, dan

advokasi.

Menyediakan acuan pelatihan berjenjang (basic-intermediate-advanced)
bagi para ASN Pengantar Kerja sebagai bagian dari pengembangan
kompetensi pegawai.

Penggunaan Modul

Modul ini
panduan
pencapaian

diharapkan dapat sebagai
pelaksanaan kerja dan

kinerja pemangku
kepentingan kunci sektor
ketenagakerjaan di Indonesia guna
mendukung pelaksanaan tugas seperti
penempatan kerja, perluasan kesempatan
kerja, penyuluhan kepada Pencari Kerja
termasuk masyarakat umum,
pelaksanaan layanan teknis Pencari Kerja,
pengembangan jenis pekerjaan Pemberi
Kerja, serta pelaksanaan job fair yang
inklusi disabilitas.

Penggunaan modul dapat dilakukan
dengan memahami data dan
informasi tentang penyandang
disabilitas secara umum dan spesifik
sektor ketenagakerjaan, melakukan
refleksi cara pandang, identifikasi
situasi aktual dengan permasalahan
dan tantangan, memetakan sikap dan
tindakan yang tepat kepada setiap
ragam disabilitas, serta
mengupayakan ekosistem layanan
akses pekerjaan kepada penyandang
disabilitas.

Beberapa pihak terkait antara lain:

@ Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
@ Petugas Antar Kerja.

@ Pengelola dan staf Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang bertugas

di bidang ketenagakerjaan.

@Stakeholder Ketenagakerjaan (UPT KP2MI/BP2MI, Asosiasi Industri, Lembaga
Pelatihan Kerja, BKK, dan instansi pembina lainnya).
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Ringkasan Isi Modul

Modul ini merupakan pengantar modul Pelatihan
Pengantar Kerja inklusif yang komprehensif, aplikatif, dan
sesuai dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Pengantar
Kerja dalam memberikan layanan ketenagakerjaan bagi
penyandang disabilitas.

Modul ini terdiri dari 5 bagian yang secara bertahap
memberikan pengetahuan dan pemahaman dasar tentang
bagaimana membangun konstruksi cara pandang, sikap,
pelaksanaan kerja, serta inisiatif dalam memberikan layanan
sistem antar kerja yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Bagian Pertama

Bagian ini menjelaskan urgensi penghormatan,
pelindungan, dan pemenuhan hak ketenagakerjaan inklusi
disabilitas berangkat dari situasi aktual penyandang
disabilitas secara global, regional, maupun nasional.
Meskipun regulasi dan kebijakan telah tersedia, fakta
kesenjangan yang dalam berbagai aspek pembangunan
masih terjadi. Permasalahan utama di sisi supply (Pencari
Kerja Penyandang Disabilitas), demand (Pemberi Kerja),
serta ekosistem kebijakan dan dukungan memerlukan
peran dan inisiatif tenaga fungsional Pengantar Kerja
dalam mengurai kondisi pemenuhan hak ketenagakerjaan
bagi penyandang disabilitas menjadi semakin membaik.

Bagian Kedua

Bagian kedua menjelaskan karakter dan sikap inklusif
dalam menjalankan tugas dan peran ketenagakerjaan
inklusi disabilitas. Rekonstruksi cara pandang model sosial
dan hak asasi manusia menjadi titik tolak memahami
definisi serta ragam disabilitas, membangun beragam
empati dengan tindakan, menerapkan etika berinteraksi,
memastikan pelayanan inklusif bagi penyandang
disabilitas, serta berbagai stigma yang selama ini terjadi
ketika penyandang disabilitas mengakses ekosistem
layanan ketenagakerjaan.

Modul Pengantar Kerja Inklusif




KEMNAKER

Bagian Ketiga

Bagian ketiga menjelaskan tentang pelayanan teknis untuk pencari kerja penyandang
disabilitas. Hal ini mencakup pemahaman tentang akomodasi yang layak, aksesibilitas,
teknik komunikasi dengan pendekatan yang tepat. Informasi bahasa isyarat, braille,
komunikasi alternatif, serta pemanfaatan teknologi dapat menjadi pengetahuan
Pengantar Kerja memberikan layanan teknis dalam penempatan dan perluasan kerja.
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi terkini digunakan untuk
menjembatani tantangan berinteraksi selama proses layanan.

Bagian Keempat

Bagian ini fokus mendukung penguatan pemahaman tentang job fair inklusif dan sesi
konsultasi yang saat ini terus berkembang sebagai salah satu upaya meningkatkan
penempatan kerja serta perluasan kesempatan kerja penyandang disabilitas. Terdapat
aspek-aspek kunci sebagai syarat terlaksananya job fair yang inklusi disabilitas mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, tindak lanjut, sampai dengan dampak nyata bagi
penyandang disabilitas. Strategi membangun efektivitas dapat digunakan sebagai
referensi agar job fair inklusif memberikan hasil optimal bagi peningkatan pekerja
penyandang disabilitas serta jumlah Pemberi Kerja yang membuka kesempatan kerja
bagi mereka. Layanan konsultasi dalam pelaksanaan job fair inklusif penting
memperhatikan cara melakukan interaksi berbasis pada kebutuhan mereka. Indikator
keberhasilan job fair dan konsultasi akan menjadi referensi meningkatnya kualitas
Jjob fair inklusif.

Bagian Kelima

Bagian ini memberikan data dan informasi tentang hal-hal positif yang ada di tingkat
global, nasional, dan lokal dalam upaya penguatan sistem antar kerja. Sektor
Pemerintah, swasta, dan OPDis yang telah memiliki praktik baik pelaksanaan layanan
penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja dapat mejadi rujukan dan inspirasi
dalam megembangkan layanan sektor ketenagakerjaan menjadi semakin inklusif bagi
penyandang disabilitas.
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“Prinsip No One Left Behind (tidak boleh ada satu pun yang tertinggal)
menjadi pijakan utama dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan
nasional. Prinsip ini sejalan dengan karakteristik negara sejahtera
(welfare state), yakni negara yang menjamin akses dan pelindungan
kerja yang adil dan setara bagi seluruh warga negara.”

- Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan RI -

TARGET
KELUARAN

1 Memahamidata umum penyandang disabilitas di Indonesia.

) Memahami konstruksi regulasi & kebijakan ketenagakerjaan inklusi
disabilitas.

3 Memahami permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan
pemenuhan ketenagakerjaan inklusi disabilitas.

Memahami peran dan kontribusi strategis tenaga fungsional
4 Pengantar Kerja dalam sistem ketenagakerjaan iklusi disabilitas.

Indonesia pada tahun 1999 telah
meratifikasi Konvensi mengenai
Diskriminasi (dalam  pekerjaan dan
Jabatan) tahun 1958 (No. 111). Pada
Oktober 2011, Indonesia meratifikasi
Konvensi PBB mengenai Hak-hak
penyandang disabilitas (UNCRPD).
Ratifikasi dari Konvensi PBB, yang
mempromosikan perlakuan setara
terhadap penyandang disabilitas,
merupakan langkah penting menuju
perbaikan hak-hak para penyandang
disabilitas.
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Situasi Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia memiliki jumlah yang cukup signifikan
dengan ragam disabilitasnya. Data terbaru berdasarkan DTSEN (Data Terpadu Sosial
Ekonomi Nasional) 2025 menjelaskan jumlah penyandang disabilitas sebanyak
15.262.488 jiwa. Digambarkan ada gambar 1, proporsi terbanyak adalah ragam
disabilitas sensorik netra (28 %), mental (27 %), ganda/multi (26 %), dan fisik (10 %).
Sebanyak 56,3 & penyandang disabilitas tersebut masuk dalam kategori desil 1-5
(Sangat Miskin- Miskin- Hampir Miskin-Rentan Miskin-Pas) yang artinya memerlukan
program jaminan dan pemberdayaan sosial.’

1 Kementerian Sosial, 2025.

Jumlah Penyandang Disabilitas
Berdasarkan DTSEN (2025)

Sumber: Kementerian Sosial, 2025
@ Disabilitas Ganda/Multi: 26%
@ Disabilitas Fisik: 10%

. Disabilitas Mental: 7%

Data BPS (2024) menunjukkan Persentase Tingkat Kemiskinan penyandang disabilitas
sebesar 11,42 % di atas angka kemiskinan nasional sebesar 8,57 %. Pada aspek
kesehatan, berdasarkan Susenas (2023) sejumlah 28 % penyandang disabilitas belum
memiliki Jaminan Kesehatan Nasional. Jumlah prosentase Kepemilikan rekening
penyandang disabilitas lebih rendah (23,65%) dari non-penyandang disabilitas (41,02%).
penyandang disabilitas yang memiliki ijazah SMA sederajat dan perguruan tinggi
(20,22%) lebih rendah dari bukan penyandang disabilitas (35,54%).

Sebuah studi terbaru dilakukan SETARA Institut (2024) tentang Indeks Inklusi Sosial
Indonesia (lISI) pada 24 Kabupaten/Kota di Indonesia mengukur Skor Akumulatif
Indeks Inklusi Sosial di Daerah kepada 4 kelompok rentan (Perempuan, penyandang
disabilitas, Minoritas Agama/ Kepercayaan, dan Masyarakat Adat). Hasil kajian ini
memperlihatkan variabel aspirasional hak atas pekerjaan yang layak pada penyandang
disabilitas memiliki skor paling rendah (2,7) dibanding Perempuan (3,3), Minoritas
Agama/ Kepercayaan (3,4), dan Masyarakat Adat (3,4) serta lebih rendah dari rata-rata
nasional (3,4). Angka 2,7 dalam skala likert (1-7) menunjukkan bahwa kualitas inklusi
sosial tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih sangat perlu
mendapat perhatian karena belum mencapai tingkat cukup baik.

Modul Pengantar Kerja Inklusif




./{.

KEMNAKER

Penyandang disabilitas, Minoritas Agama/Kepercayaan, dan Masyarakat Adat). Hasil
kajian ini memperlihatkan variabel aspirasional hak atas pekerjaan yang layak pada
penyandang disabilitas memiliki skor paling rendah (2,7) dibanding Perempuan (3,3),
Minoritas Agama/Kepercayaan (3,4), dan Masyarakat Adat (3,4) serta lebih rendah dari
rata-rata nasional (3,4). Angka 2,7 dalam skala likert (1-7) menunjukkan bahwa kualitas
inklusi sosial tentang hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas masih sangat perlu
mendapat perhatian karena belum mencapai tingkat cukup baik.?

Penyandang disabilitas di Asia dan Pasifik lebih dari 750 juta orang, terus
terpinggirkan di hampir semua sektor masyarakat akibat diskriminasi dan ableisme
yang terus-menerus. Tingkat partisipasi angkatan kerja untuk penyandang disabilitas
lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang bukan penyandang disabilitas di
seluruh 23 negara Asia-Pasifik yang datanya tersedia, dengan tingkat median 25,4
persen untuk penyandang disabilitas dan 60,4 persen untuk mereka yang bukan
penyandang disabilitas. Kesenjangan dalam partisipasi angkatan kerja ini dapat
dikaitkan dengan pengucilan penyandang disabilitas oleh masyarakat dari pekerjaan,
pendidikan, transportasi, dan sektor lainnya.?

ILO bersama ESCAP (2022) melakukan pendataan ketenagakerjaan di 21 negara. Data
menunjukkan rata-rata tertimbang rasio lapangan kerja terhadap populasi adalah 24,3
persen untuk penyandang disabilitas dan 62,1 persen untuk non-disabilitas.
penyandang disabilitas memiliki rasio lapangan kerja terhadap populasi yang lebih
rendah dibandingkan non-disabilitas di semua negara dan wilayah, kecuali satu. Di 12
negara dan wilayah, non-penyandang disabilitas setidaknya dua kali lebih mungkin
untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan penyandang disabilitas. Indonesia
berada di posisi lebih rendah dari Kamboja, Thailand, Filipina, Myanmar dengan rasio
pekerja disabilitas 11 % dan non-disabilitas 64 %.

Dari data dan informasi di atas, akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas
berpeluang memberikan kontribusi mengurangi kesenjangan pada aspek
ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan bahkan aspek-aspek Ilainnya.
Memiliki penghasilan yang layak akan mendukung kemampuan mendapatkan
penghidupan yang layak, mencukupi kebutuhan pendidikan dan kesehatan,
dapat berpartisipasi di masyarakat secara lebih bermartabat.

Indikator disparitas ketenagakerjaan inklusi disabilitas di Indonesia yang masih relatif
tinggi serta posisinya dengan negara lain menjadi pertimbangan pentingnya peran
Pemerintah terutama Sektor Ketenagakerjaan mengatasi kesenjangan yang ada.
Thailand, Filipina, Myanmar dengan rasio pekerja disabilitas 11 % dan non-disabilitas
64 %.%

2|Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) 2024 merupakan penelitian semi komposit dengan pendekatan campuran (mix method),
yakni gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memotret kinerja dan capaian kondisi inklusi sosial di
tingkat nasional dan daerah. Sejumlah 24 pemerintah kota dan kabupaten dipilih sebagai area dengan object kelompok rentan
salah satunya penyandang disabilitas, dengan salah satu indikator variabel aspirasional adalah hak atas pekerjaan yang layak.

3 Disability at a Glance 2023: Catalysts of Change: Disability Inclusion in Business in Asia and the Pacific, ESCAP, 2023.

4 ESCAP, Implementation of the Incheon Strategy to “Make the Right Real” for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific,
Agustus 2022.
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Regulasi & Kebijakan

Pelaksanaan pemenuhan hak ketenagakerjaan inklusi disabilitas dijamin oleh regulasi
dan kebijakan baik global maupun nasional.

Konvensi ini disepakati pada tanggal 13 Desember 2006 oleh
Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dengan Resolusi
61/106 dan terbuka untuk ditandatangani oleh Negara-negara
anggota PBB pada tanggal 30 Maret 2007. Indonesia mengirim
delegasi untuk penandatanganan yang dipimpin olehdepartemen
teknis yaitu Departemen Sosial Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia telah menan-
datangani Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak
Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret
2007 di New York, disahkan 10 November 2011.

Disahkan Di Jakarta, 15 April 2016

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 3670),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Global

ILO telah menerbitkan Standar ketenagakerjaan internasional yang membahas
ketimpangan kesempatan dan perlakuan bagi penyandang disabilitas di dunia kerja.

o Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111).

9 Konvensi Promosi Ketenagakerjaan dan Pelindungan terhadap Pengangguran,
1988 (No. 168).

e Rekomendasi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111).

e Rekomendasi Ketenagakerjaan dan Pekerjaan Layak untuk Perdamaian dan
Ketahanan, 2017 (No. 205).

e Konvensi Layanan Ketenagakerjaan, 1948 (No. 88).

6 Konvensi Kebijakan Ketenagakerjaan, 1964 (No. 122).

0 Rekomendasi Layanan Ketenagakerjaan, 1948 (No. 83).

e Kebijakan Ketenagakerjaan Rekomendasi, 1964 (No. 122).

9 Kebijakan Ketenagakerjaan (Ketentuan Tambahan) Rekomendasi, 1984 (No. 169).
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Nasional

Berbagai regulasi dan kebijakan telah tersedia dan diterbitkan Pemerintah untuk
menjamin pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas.

o Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

e Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak
Penyandang Disabilitas.

e Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabiltas.

e Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang
Ketenagakerjaan.

e Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Penghargaan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 3 Tahun 2021 tentang pedoman
0 pemberian penghargaan Nasional kepada perusahaan dan badan Usaha Milik
negara yang Mempekerjakan tenaga Kerja penyandang disabilitas.

Di tingkat Pemerintah Daerah, berbagai regulasi dan kebijakan juga telah diterbitkan
dan mencakup pemenuhan hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. Setidaknya
sudah ada 221 Perda dan Perkada tentang Penyandang Disabilitas di tingkat Provinsi/
Kabupaten/Kota sampai dengan tahun 2025 (tabel 1.1). Peraturan Daerah tentang
Penyandang Disabilitas mencakup hak pekerjaan sebagai dasar penyusunan teknis
implementasi di daerah.
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Tabel 1.1

Jumlah Perda/Perkada 2025

Kabupate, 137

Provinsi, 28

Capaian & Pemajuan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong dan mendukung pencapaian
target pembangunan inklusi disabilitas di sektor ketenagakerjaan baik oleh
Pemerintah, sektor swasta, Organisasi Penyandang Disabilitas, maupun masyarakat.

Meningkatnya Advokasi Ketenagakerjaan Inklusif

Berbagai Organisasi Penyandang Disabilitas di tingkat nasional maupun daerah terus
melakukan advokasi dalam pemenuhan akses dan layanan pekerjaan bagi
Penyandang Disabilitas. Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif
Disabilitas (FORMASI Disabilitas) yang mencakup kontribusi dari 15 Provinsi
menerbitkan Catatan Tahunan (CATAHU) Pemenuhan Hak Difabel/ Penyandang
Disabilitas di Indonesia periode pemantauan tahun 2022-2023. PERTUNI (Persatuan
Tunanetra Indonesia) menerbitkan Panduan Perekrutan dan Penempatan Tenaga
Kerja Penyandang Tunanetra dan Transition to Employment: Lessons from the
Philippines, Indonesia and Vietnam 2022, serta pasar kerja bagi tunanetra. Beberapa
OPDis daerah seperti SEHATI (Kab. Sukoharjo), FKDB (Kab Boyolali), PERDIK (Kota
Makassar), FKDC (Kab. Cirebon), melakukan advokasi dan mendampingi Dinas
Ketenagakerjaan setempat untuk melakukan pendataan, rekrutmen perusahaan, ULD
Ketenagakerjaan, dan job fair Inklusif.

Kajian tentang ketenagakerjaan inklusif juga terus berkembang sejalan dengan
menguatnya kesadaran tentang pemenuhan hak pekerjaan bagi Penyandang
Disabilitas seperti kuota 1 % pekerja Penyandang Disabilitas di sektor swasta dan 2 % di
sektor Pemerintah, proses rekrutmen yang inklusif, penyediaan lingkungan kerja yang
ramah disabilitas. Ombudsman RI menerbitkan Panduan Pelayanan Kepada
Penyandang Disabilitas (2022) dan menjadikan layanan Penyandang Disabilitas
sebagai salah satu prioritas. Komnas HAM menerbitkan Standar Norma Dan
Pengaturan Nomor 14 Tentang Hak Atas Pekerjaan Yang Layak (2024).
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Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menjalankan Inovasi Kebijakan Inklusif dengan
Membuka Rekrutmen Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Jalur SIPSS & Diktuk
Bintara Polri dan sudah berjalan sejak 2024. BUMN Indonesia melalui Forum Human
Capital Indonesia (FHCI) melakukan Rekruitmen Bersama 2025 untuk Penyandang
Disabilitas dapat bekerja di berbagai BUMN.

detiknews Home Berita Jabodetabek Internasional Hukum detikX Kolom Blak blakan STANDAR NORMA
DAN PENGATURAN NOMOR 14
. . 3 TENTANG HAK ATAS PEKERJAAN
As SDM Kapolri soal Rekrutmen Polisi Difabel: YANG LAYAK

Ini yang Pertama di Asia

Audrey Santoso - detikNews
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(Sumber: https://
dataham.komnasham.
go.id)
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Ijen Dedi Prasetyo (Foto: dok. Istimewa)

Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan
kebijakan penyandang disabilitas boleh mengikuti seleksi masuk Sekolah
Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Pendidikan Pembentukan
Bintara Polri. Penerimaan anggota polisi dari kelompok disabilitas ini
menjadi yang pertama di Asia.

"Di Asia ini baru pertama kali. Kebijakan Pak Kapolri ini kami eksekusi
langsung untuk penerimaan anggota Polri tahun 2024." kata Asisten
i

Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi P

Pelauanan
KepadaPengandang
Disabilicas

(Sumber: detiknews)

(Sumber: https://jdih.ombudsman.go.id)
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Peran Asosiasi Perusahaan

Asosiasi perusahaan memiliki peran strategis mendorong percepatan jumlah
perusahaan membuka kesempatan pekerjaan dan menerima pekerja Penyandang
Disabilitas. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) melakukan beberapa pelatihan
tentang layanan perusahaan inklusi disabilitas, serta mendorong APINDO di daerah
untuk meningkatkan komitmen Perusahaan mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
APRINSO Jawa Timur adalah salah satu asosiasi yang menjalankan pelatihan kerja bagi
Penyandang Disabilitas, bekerjasama dengan berbagai pihak baik Pemerintah, BPJS
Ketenagakerjaan, Balai Diklat Vokasional, dan Balai Latihan Kerja Daerah.

ULD Ketenagakerjaan

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan
Disabilitas bidang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.21
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan ULD Bidang Ketenagakerjaan
mengalami peningkatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sampai
dengan 2025 tercatat total 266 ULD Ketenagakerjaan di 31 Provinsi, 63 Kota, dan 172
Kabupaten telah berdiri. Meskipun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya,
keberadaan ULD Ketenagakerjaan memberi kontribusi positif dan strategis
mendukung optimalisasi sistem antar kerja bagi penyandang disabilitas di daerah.
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Inclusive Job Center BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan inisiasi dukungan akses pekerjaan bagi
Penyandang Disabilitas melalui program Inclusive Job Center (1JC). Program ini
diharapkan mendukung implementasi ULD Ketenagakerjaan di Provinsi/Kabupaten/
kota dalam proses perluasan kesempatan kerja di Perusahaan dengan mendorong
Perusahaan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan membuka lowongan
kerja bagi Penyandang Disabilitas.

Sampai dengan November 2025 setidaknya telah terserap 478 Penyandang Disabilitas
bekerja di Perusahaan dengan 476 perusahaan yang menyediakan lowongan kerja.
BPJS Ketenagakerjaan di setiap wilayah memiliki program 1JC dengan indikator
adanya Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.

Daftar Lowongan Kerja Daftar Lowongan Kerja Pencarl Kerja Terdaftar Tenaga Kerja Terserap

?’j ngs R ﬁ 476

Penghargaan Perusahaan Inklusif

Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan memberikan
program penghargaan bagi

Perusahaan yang mempekerjakan
Penyandang Disabilitas secara reguler
setiap tahun. Beberapa Pemerintah
Daerah juga melakukan inisiatif
memberikan penghargaan kepada
Perusahaan lokal yang dianggap
memiliki kontribusi dalam mendukung
Perusahaan menjadi inklusif bagi
Penyandang Disabilitas. ementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia LIvE ON YOUTUSSRIELO v
melalui acara Naker Award 2025 telah Y e
memberikan apresiasi kepada
perusahaan yang mempekerjakan
penyandang disabilitas.

RABU, 26 NOVEMBER 2025

SUPPORTED BY \'k
CNRE

Sumber: Instagram @Kemnaker

Modul Pengantar Kerja Inklusif




KEMNAKER

Pemberian penghargaan kepada Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang
Disabilitas yang terus berkembang di berbagai daerah menunjukkan peningkatan
perhatian dan komitmen Pemerintah. Di sisi lain, upaya pemberian penghargaan
dapat ditingkatkan dengan skema-skema apresiasi yang lain sesuai kewenangan
Pemerintah/ Pemerintah Daerah seperti insentif fiskal dan non-fiskal bagi Perusahaan
penerima penghargaan. Hal ini penting untuk mendorong Perusahaan yang belum
mempekerjakan Penyandang Disabilitas termotivasi untuk membuka akses
penerimaan serta mengembangkan lingkungan kerja yang inklusif.

Permasalahan & Tantangan

Pemetaan permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam mewujudkan
ketenagakerjaan inklusi disabilitas secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 area yaitu
Supply (Pencari Kerja Penyandang Disabilitas)), Demand (Pemberi Kerja), dan
Ekosistem Kebijakan dan Dukungan.

Data

Interconnection System
Supply - Lulusan SLB/Inklusi/Univ Lintas Sektor
- Skill & Academic
- Ability & Potensi

Data Training & Dev + Media

Penyandang : . : + PIC
Disabilitas Usia - Jenis training sesuai - Cakupan

Diknas, Dinsos, .
Disnaker, BDI, Diskop- kebutuhan Akses

- » UKM, OPDis, Univ - Skill khusus yang . Koordinasi
Pendidikan Transisi, diperlukan

Pelatihan Kerja - Ragam disabilitas
& Wirausaha
ULD Ketenagakerjaan
Inklusif Job Center
Data ..
Demand - Provinsi »
. Perusahaan yang Kab/Kota

membuka loker - OPDIs » CSO
Data - Jenis pekerjaan & Syarat - Private »
Perusahaan - Lokasi Asosiasi

BUMN/BUMD BDI, Disnaker, Dinkop. Literasi Universitas

UKM, APINDO,
Universitas - Ragam disabilitas &

Job Opportunities, potensi job
Spesifikasi, Jumlah - Penyediaan AYL &
Aksesibilitas

Modul Pengantar Kerja Inklusif




KEMNAKER

Dalam Job matching, beberapa hambatan dan tantangan dari Pencari Kerja dan
Pemberi Kerja masih terjadi sehingga memerlukan peran Pemerintah untuk
mengatasinya.

Job Matching » Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan
pemahaman dunia usaha dan industri terhadap kemampuan/
kompetensi yang dimiliki Pencari Kerja sesuai dengan lowongan
pekerjaan atau posisi jabatan yang tersedia di dunia industri/dunia
usaha.

Pemberi Kerja

1. Pemahaman tentang potensi
penyandang disabilitas sesuai

.Peta dan data kemampuan/ kekhususannya.

kompetensi penyandang disabilitas. . Bagaimana menentukan jenis

.Apa kesenjangan yang terjadi pekerjaan/posisi jabatan untuk
dengan lowongan kerja yang penyandang disabilitas.

tersedia. . Afirmasi (kuota) atau skema non

. Bagaimana memenuhi spesifikasi afirmasi alokasi pekerja disabilitas.
kebutuhan/persyaratan. . Adjustment persyaratan (jika

. Proses mendapatkan informasi diperlukan) dalam membuka peluang
lowongan kerja. kerja.

. Proses mengakses lowongan kerja . Proses rekrutmen, seleksi informasi
yang tersedia pekerjaan/jabatan untuk penyandang.

. Proses rekrutmen, pemagangan dan
penempatan.

Pekerja Disabilitas

Pemerintah/Pihak Lain

1. Pembinaan, pengawasan dan
advokasi implementasi peraturan
dan kebijakan.

2. Edukasi dan sosialisasi.

3. Informasi persyaratan.
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Supply

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan di sisi Pencari Kerja
penyandang disabilitas antara lain:

- Tingkat pendidikan dan keterampilan penyandang disabilitas yang relatif rendah.

- Kemampuan mengakses informasi pekerjaan dan melamar pekerjaan.

- Hambatan aksesibilitas (lingkungan dan transportasi) dalam melamar pekerjaan
dan mengakses tempat kerja.

- Ketidaksesuaian antara kemampuan dan persyaratan yang ditetapkan.

- Terbatasnya sistem data Pencari Kerja penyandang disabilitas yang merata di
berbagai daerah.

- Kesiapan soft skill dalam melamar dan bekerja di Perusahaan.

- Kemampuan adaptasi dengan dunia kerja.

Demand

Di sisi demand, permasalah dan tantangan yang ada dan masih banyak terjadi di
Perusahaan ketika mau mempekerjakan penyandang disabilitas antara lain:

- Pemahaman jenis pekerjaan yang dapat diakses penyandang disabilitas sesuai
ragam disabilitas dan potensinya.

- Kekhawatiran Perusahaan seperti produktivitas pegawai disabilitas yang menurun
setelah diterima kerja, retensi pegawai disabilitas yang rendah, persepsi dan sikap
rekan pegawai non-disabilitas terhadap pegawai disabilitas yang cenderung masih
negatif.

- Informasi lowongan tidak tersampaikan kepada penyandang disabilitas.

- Persyaratan dan spesifikasi pekerjaan dirasa sulit oleh penyandang disabilitas.

- Proses seleksi yang belum menyesuaikan dengan kondisi penyandang disabilitas.

- Aksesibilitas fisik dan non-fisik pada lingkungan kerja.

- Pemahaman kondisi disabilitas dalam bekerja.
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Ekosistem Kebijakan & Dukungan Kolaboratif

Ekosistem kebijakan dan dukungan kolaboratif merupakan bagian penting dalam
memastikan supply dan demand dapat semakin baik. Permasalahan dan tantangan

yang ada antara lain:

- Kebijakan teknis yang mendorong Perusahaan membuka lowongan kerja bagi

penyandang disabilitas.
- Program spesifik yang memperkuat data supply dan demand.
- Pemahaman dan referensi petugas dalam melakukan upaya penguatan sistem

antar kerja.
- Penguatan koordinasi dan peran OPDis dalam sistem data dan proses penerimaan

serta perluasan kerja bagi penyandang disabilitas.

Ekosistem Akses & Layanan Pekerjaan Inklusi Disabilitas

PEMERINTAH & PEMDA PENYANDANG DISABILITAS PERUSAHAAN

Peraturan, Kebijakan, Data, Kompetensi, Sistem Kebijakan, Infrastruktur,
Program, & Anggaran. Dukungan & Pendampingan. Inklusif, Pengembangan Karir.

Angkatan Kerja Kebutuhan Pekerja
Tenaga Disabilitas Disabilitas di Perusahaan
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Peran Strategis Fungsional Pengantar Kerja

Hak atas pekerjaan juga semakin ditegaskan sebagai komitmen global Indonesia
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan Nomor 8, yakni
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan
kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

CRPD dan UU No 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Penyandang
Disabilitas menjelaskan upaya memajukan pemberian kerja bagi penyandang
disabilitas di sektor swasta melalui kebijakan dan langkah yang sesuai yang dapat
mencakup program tindakan nyata, insentif dan langkah-langkah lainnya.

Mendorong kebijakan yang berpihak pada akses dan layanan Penyandang Disabilitas
penting diupayakan dengan memperhatikan dukungan penyiapan, pendukung
eksternal, pemahaman mempekerjakan Penyandang Disabilitas, serta penguatan
peran daerah (Gambar). Empat hal tersebut akan memberi dampak pada softskill,
penyediaan alat bantu dan sistem dukungan lainnya, regulasi penerimaan dan ketika

bekerja, serta akses

penyandang disabilitas.

informasi dan monev produktivitas pekerja

Tabel 1.2

SKEMA KEBIJAKAN - PEKERJA DISABILITAS

L

Kebijakan dukungan
penyiapan kemampuan
penyandang disabilitas ke
dunia kerja.

p

Memperkuat faktor
pendukung eksternal.

3

Kebijakan teknis
mendukung pemahaman
dan mempekerjakan
penyandang disabilitas.

4

Kebijakan spesifik
memperkuat peran
Pemerintah Daerah.

Softskill (percaya diri, komunikasi, problem
solving, tanggung jawab dan hardskill berbasis
potensi dan kemampuan. Program post-school
transition dengan taksonomi Kohler telah
dikembangkan berbagai negara sebagai kunci
sukses penyandang disabilitas dalam bekerja.

Alat bantu yang tepat dan efektif, akses
pendidikan, terapi dan intervensi kesehatan
untuk mendukung optimalnya keberfungsian
tubuh dalam bekerja.

Regulasi penerimaan kerja, jaminan kembali
bekerja, menciptakan lingkungan kerja ramah
disabilitas, dukungan konsultasi.

Mendukung akses, informasi, pemetaan jenis
pekerjaan, pasar kerja inklusif, monitoring dan
evaluasi produktivitas pekerja disabilitas.
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Ringkasan Isi

Bab 1 menegaskan urgensi penghormatan, pelindungan, dan
pemenuhan hak ketenagakerjaan inklusi disabilitas di Indonesia, yang
telah diperkuat melalui ratifikasi konvensi internasional serta berbagai
regulasi nasional dan daerah. Bab ini menggambarkan kondisi faktual
penyandang disabilitas yang masih menghadapi ketimpangan signifikan
dalam pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan, baik di
tingkat nasional maupun regional Asia-Pasifik.

Selain mengulas capaian dan praktik baik dari pemerintah, dunia usaha,
OPDis, serta inisiatif seperti ULD Ketenagakerjaan dan Inclusive Job
Center, bab ini juga mengidentifikasi tantangan utama pada sisi pencari
kerja, pemberi kerja, dan ekosistem kebijakan. Bab | menekankan
pentingnya kolaborasi lintas sektor serta peran strategis fungsional
pengantar kerja dalam memperkuat sistem ketenagakerjaan inklusif
sebagai bagian dari komitmen HAM dan pencapaian SDGs.

.
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Karakter & Sikap Inklusif
(Character Building & Soft SkiIIs)
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Menjalankan fungsi pekerjaan dalam ketenagakerjaan inklusi disabilitas
mensyaratkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen individu melalui
karakter dan sikap yang inklusif, menghargai keragaman, serta mengupayakan
pemajuan pemenuhannya.

TARGET
KELUARAN

Memahami konsep disabilitas berbasis Charity, Medis, Sosial, dan HAM
untuk membangun cara pandang inklusif.

y) Memahami ragam dan karakteristik disabilitas, termasuk akibat
kecelakaan kerja, dengan fokus pada potensi dan kemampuan.

3 Menerapkan empati, etika, dan pelayanan inklusif dalam konteks
ketenagakerjaan.

Mengidentifikasi dan mengurangi stigma, diskriminasi, dan bias
4 terhadap penyandang disabilitas.

Peran Strategis Fungsional Pengantar Kerja

Cara pandang terhadap isu disabilitas merupakan kunci memahami & membangun
kesadaran menjalankan peran setiap orang atau pihak dalam melakukan
penghormatan, pelindungan, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas.

MEDICAL SOSRAL HUMAN RIGHTS
Memandang
hambatan sosial
dan lingkungan
sebagai masalah
utama.

CHARITY

Memandang sebagai
objek belas kasihan.

Pemenuhan berbasis
hak setiap individu
Disabilitas yang harus
dipenuhi.

Memandang
hambatan dari sisi
individu sebagai
masalah utama.
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Charity Model

Charity Model adalah cara pandang terhadap isu disabilitas yang dilakukan karena
rasa belas kasihan semata kepada Penyandang Disabilitas. Model ini menganggap
penyandang disabilitas sebagai objek pasif dari tindakan amal atau penerima bantuan
kesejahteraan saja, alih-alih sebagai individu berdaya dengan hak yang setara. Dalam
model ini, disabilitas adalah masalah individu dan penyandang disabilitas tidak
dianggap mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri karena keterbatasannya;
sebaliknya, mereka dianggap sebagai beban bagi masyarakat, yang melimpahkan
kebaikannya kepada mereka.

Penyandang disabilitas, dalam perspektif ini, dianggap
sebagai objek belas kasihan, bergantung pada niat baik
orang lain, dan dengan demikian tidak berdaya dan tidak
mengendalikan hidup mereka sendiri, serta hanya
berpartisipasi sedikit atau tidak sama sekali dalam
masyarakat. Dampak dari model ini adalah respons
masyarakat terbatas pada perawatan dan bantuan,
sehingga individu hanya menjadi penerima amal dan
kesejahteraan, alih-alih menjamin mereka untuk
menikmati hak-hak mereka.

Medical Model

Medical Model atau pendekatan medis adalah cara
pandang yang mendasarkan bahwa permasalahan
disabilitas terjadi karena kondisi kedisabilitasan seseorang
sehingga harus dilakukan penanganan medis agar dapat
berpartisipasi dalam kehidupan. Model medis
menganggap penyandang disabilitas sebagai objek
perawatan, sebagai pasien yang harus disembuhkan, dan
disabilitas sebagai masalah medis yang perlu dipecahkan
atau penyakit yang perlu diobati. Dalam model ini,
disabilitas merupakan bagian dari diri individu dan
dokterlah yang paling tahu cara mengoreksi dan
mengelola setiap gangguan, terlepas dari persetujuan, ‘
kehendak, dan preferensi individu. Penyandang ‘ ".’;: f,l,
disabilitas, dalam model ini, dianggap menyimpang dari
norma fisik dan mental, dan perilaku serta sikap mereka
dipatologisasikan.

Dampak dari model ini adalah respons masyarakat berupaya menormalkan dan
mengurangi gangguan sebagai cara untuk memungkinkan partisipasi, alih-alih
menghilangkan hambatan.
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Social Model

Social Model atau pendekatan sosial merupakan cara pandang yang melihat
permasalahan disabilitas bukan disebabkan kondisi fungsional seseorang tetapi lebih
pada kondisi lingkungan sosial yang tidak memberi ruang dan kesempatan bagi
Penyandang Disabilitas sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Model sosial
membingkai disabilitas sebagai konsekuensi interaksi individu dengan lingkungan
yang tidak mengakomodasi perbedaan individu tersebut. Kurangnya akomodasi ini
menghambat partisipasi individu dalam masyarakat.

Ketimpangan bukan disebabkan oleh disabilitas,
melainkan ketidakmampuan masyarakat untuk N
menghilangkan hambatan yang menantang
penyandang disabilitas. Model ini
menempatkan individu sebagai pusat, bukan
disabilitas nya, dengan mengakui nilai-nilai dan
hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian
dari masyarakat. Paradigma ini menggeser
disabilitas bukan sebagai "kesalahan"
masyarakat, melainkan sebagai elemen
keberagamannya.

Dampak dari model ini adalah gerakan menghilangkan hambatan lingkungan, sosial,
sistem layanan, dan aspek-aspek lainnya agar membuka akses sepenuhnya bagi
Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna dan berkembang
optimal.

Human Rights Model

Equallty

Accessnbmty ifi
- Human
J#* Rights

Dalam Human Rights Model atau model hak asasi
manusia, isu disabilitas dipandang sebagai sebuah
pengakuan hak seseorang untuk mendapatkan
jaminan pemenuhan semua sektor kehidupan dan
partisipasi. Pendekatan berbasis hak asasi manusia
dibangun di atas model sosial. "CRPD menandakan
'pergeseran paradigma' dari pendekatan disabilitas
tradisional yang berorientasi amal dan berbasis

medis menjadi pendekatan berbasis hak asasi SSibi'fw#qu---

. ir Al
manusia.

Dampak pendekatan ini adalah penerimaan
seutuhnya sebagai manusia dimana
pemenuhannya berbasis hak, kesetaraan, keadilan,
dan pengakuan keragaman seperti masyarakat/
warga negara lainnya.
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Pendekatan sebelumnya dapat dilihat penjelasan secara detail pada tabel di bawah.

Charity/

Tradisional

Tabel 2.1

Medical/
Medis

Social/
Sosial

Diversity/
Keanekaragaman

Disabilitas
dianggap sebagai
kesulitan hidup,

Disabilitas
dianggap sebagai

Disabilitas
bukanlah masalah
individu,
melainkan
muncul akibat

Semua penyandang
disabilitas berbeda,
dan setiap
penyandang disabilitas
memiliki pengalaman

disabilitas dan
membuat mereka
bergantung pada
masyarakat.
Pendekatan ini
membatasi
kemampuan
penyandang
disabilitas untuk
hidup mandiri dan
memiliki hak yang
sama dengan
orang lain.

(asrama), terisolasi
dari keluarga dan
teman sebaya,
serta tidak
memiliki hak
untuk memilih dan
mengambil
keputusan secara
mandiri.

pelindungan
sosial dan hukum,
mobilitas,
pekerjaan, dan
pekerjaan;
partisipasi dalam
kehidupan politik,
sosial, budaya,
dan olahraga;
perumahan yang
terjangkau; dan
kehidupan
berkeluarga.

Penjelasan trsr?eg:,banan mejE:tziign hambatan yang unik berdasarkan
gnugerah Tuh’an koreksi, isolasi, dan diciptakan oleh disabilitas, jenis
hukgman atau ! ceqre ;;\si ! masyarakat dan kelamin, usia, orientasi
dosa ! gregasi. lingkungan yang | seksual, etnis, ras,

’ membatasi agama, dan bahasa
aktivitas manusia. | mereka sendiri.
envandan Lingkungan yang
penyar 9 dirancang agar
disabilitas penyandang
dianggap memiliki disabilitas dapat
kekurangan atau . berpartisipasi Masyarakat mengakui
cacat. Masyarakat | Di masyarakat, dalam keberagaman
menstigmatisasi pgnygpdang masyarakat, subkultur penyandang
dan mengutuk d!sabllltas . mewujudkan disabilitas
mggek’:, taJch'\aukan gﬁ;fr%aalor:aﬁlt’ potensi mereka, menciptakan budaya
gagungkan . Py dan membuat inklusif dan Desain
dan meromantisir | belajar, bekerja, keputusan yang Universal. serta
pgnygpdang ber!«eluarga), memengaruhi mempertimbangkan
disabilitas. berinteraksi kehidupan kebutuhan dan
Ora.ng-orang di dengan anggota mereka. kepentingan semua
s;::;i;rﬂae;?hzan [:ii?a;ags’:\ Mereka memiliki | kelompok penyandang
terhadap berpgrt'isipasi hak dan disabilitas, termasuk

Sikap disabilitas mereka | dalam kehidupan kebebasan yang kelomqu yang kurang

Masyarakat - sama dengan terwakili, perempuan,
dan memberikan masyarakat

Terhadap bantuan amal setempat semua warga dan anak-anak.

Isu ang tidak ! Pen arﬁda.n negara, termasuk | Melalui media,

Disabilitas ?’lnergmenuhi cemua disa)t/)ilitas 9 hak atas terciptalah citra yang
kebutuhan ditempatkan di pendidikan, autentik dan dapat

envandan Iembapa KhUSUS perawatan diandalkan tentang
peny g 9 kesehatan, penyandang disabilitas

psikososial, intelektual,
fisik, sensorik, dan
multipel.

Kesadaran publik
tentang disabilitas
mencegah sikap
negatif dan
diskriminasi terhadap
orang lain.
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Membangun Cara Pandang Konstruktif-Humanis

Apa yang dipikirkan dan dilakukan bagi Penyandang Disabilitas berangkat dari
konstruksi perspektif yang dimiliki atau ada dalam diri seseorang. Cara fikir yang tidak
tepat akan berdampak pada sikap dan dukungan yang kurang tepat - atau bahkan
tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan.

Persoalan disabilitas dan diskriminasi yang terjadi bukan karena kondisi disabilitas
seseorang tetapi lebih disebabkan karena akses dan kesempatan yang tertutup bagi
mereka untuk terlibat dan dilibatkan.

Dalam konteks sistem pengantar kerja, perubahan cara pandang ini sangat mendasar
karena akan berdampak pada upaya yang lebih optimal dalam menjalankan tugas/
fungsinya kepada Penyandang Disabilitas. Terbangunnya kesadaran kritis akan
menumbuhkan etos kerja, inisiatif, kreativitas, dan komitmen dari dalam diri untuk
pemenuhan hak pekerjaan Penyandang Disabilitas.

Perusahaan masih memiliki anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak produktif &
hanya menjadi beban. Pemahaman tersebut belum berorientasi pada kemampuan
(ability perspective) yang masih menciptakan hambatan besar bagi penyandang
disabilitas dalam mengakses peluang kerja. Perubahan paradigma dari pendekatan
berdasarkan kasihan (charity based) ke pendekatan berbasis hak asasi manusia harus
dipahami & diimplementasikan ke dalam ekosistem perusahaan. Transformasi ini perlu
tercermin dalam berbagai aspek manajemen ketenagakerjaan internal perusahaan
termasuk proses rekrutmen, pengembangan Kkarir.

Transformasi nilai dan budaya inklusif dalam
ekosistem ketenagakerjaan merupakan sebuah
proses rekonstruksi cara pandang yang benar dan
berkelanjutan serta memerlukan komitmen dari
seluruh unsur. Ketika sekat dan penghalang bagi
penyandang disabilitas dihilangkan untuk mengakses
pekerjaan, maka disabilitas bukan lagi menjadi
indikator karena tidak-mampuan tetapi menjadi
bentuk keragaman yang bermakna serta merubah
dari beban menjadi produktivitas bagi keluarga,
masyarakat, perusahaan, dan negara.
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DEFINISI, RAGAM DISABILITAS
(TERMASUK KARENA KECELAKAAN KERJA)

Definisi Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah “Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak”. Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka
waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan / atau bersifat permanen.

Dari definisi di atas, hal penting yang
harus dipahami adalah kesempatan
untuk berpartisipasi secara penuh &
efektif bagi seseorang yang mengalami
keterbatasan (gangguan fungsional)
menjadi  kunci utama mewujudkan
pemenuhan hak.

Ragam Disabilitas

"I Ji .

Disabilitas Fisik

Yaitu terganggunya fungsi gerak, antara
lain  amputasi, lumpuh layu, kaku,
paraplegia. cerebral palsy (CP), akibat
stroke, dan akibat kusta.

Disabilitas Intelektual

Yaitu terganggunya fungsi pikir karena
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata
(kekurangan intelektual), antara lain
lambat belajar dan gangguan otak.
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Disabilitas Mental

Yaitu terganggunya fungsi pikir,
emosi dan perilaku, antara lain:

- Psikososial seperti skizofrenia,
bipolar, depresi, dan gangguan
kepribadian.

- Disabilitas perkembangan yang
berpengaruh para interaksi sosial,
seperti autism dan hiperaktif.

Disabilitas Sensorik

Disabilitas Sensorik, yaitu
terganggunya salah satu fungsi
panca indra, antara lain disabilitas
netra, tuli, atau wicara.

Disabilitas Ganda

Memiliki dua atau lebih ragam
disabilitas, antara lain disabilitas tuli-
wicara dan disabilitas netra-tuli.

Modul Pengantar Kerja Inklusif
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Karakteristik Ragam Disabilitas

Masing-masing ragam disabilitas memiliki karakteristik spesifik masing-masing sesuai
kondisi fungsional yang dialami.

Ragam Disabilitas

Intelektual

Mental - Psikososial

Mental - Perkembangan

Sensorik - Penglihatan

Sensorik - Pendengaran

34

Kondisi Fungsional

Keterbatasan gerak atau fungsi
anggota tubuh.

Keterbatasan fungsi intelektual
dan adaptasi.

Gangguan fungsi emosi, pikir,
dan perilaku.

Hambatan dalam interaksi
sosial dan perilaku adaptif.

Hambatan fungsi penglihatan
sebagian atau total.

Hambatan fungsi
pendengaran sebagian atau
total.

Kombinasi dua atau lebih

ragam disabilitas.

Karakteristik

Membutuhkan penyesuaian
lingkungan dan alat bantu.
Kemampuan kognitif
umumnya tidak terpengaruh.

Membutuhkan instruksi
sederhana, pendampingan
bertahap, dan rutinitas yang
jelas.

Membutuhkan lingkungan
kerja yang suportif, komunikasi
tenang, dan fleksibilitas
dukungan.

Membutuhkan struktur kerja
jelas, pendekatan visual, dan
dukungan interaksi sosial.

Membutuhkan akses informasi
non visual, teknologi bantu,
dan orientasi lingkungan.

Membutuhkan komunikasi
visual, bahasa isyarat, atau alat
bantu dengar.

Membutuhkan pendekatan
layanan yang lebih personal
dan penyesuaian menyeluruh.
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Dalam konteks pekerjaan, memahami kondisi dan karakteristik masing-masing ragam
disabilitas penting dipahami dengan tujuan:

Psikososial seperti skizofrenia, bipolar, depresi, dan gangguan
* kepribadian.Menghilangkan potensi hambatan yang dialami ketika melakukan
aktivitas bekerja baik dalam lingkungan fisik maupun non-fisik.

* Memberikan dukungan yang diperlukan agar dapat bekerja dan berinteraksi
secara optimal.

* Memberikan dukungan intervensi agar tidak mengalami kondisi gangguan
fungsional yang semakin berat.

Fokus Pada Potensi dan Kemampuan

CRPD dalam hal pemenuhan hak atas pekerjaan, negara memajukan pengakuan
terhadap keahlian, kualitas dan kemampuan penyandang disabilitas, serta kontribusi
mereka pada tempat kerja dan pasar tenaga kerja. Untuk mencapai hal tersebut,
pengakuan atas ragam disabilitas semestinya perhatian yang diberikan lebih pada
kemampuan/ability yang dimiliki oleh penyandang disabilitas serta menghilangkan
hambatan yang dialami, bukan pada kondisi kedisabilitasan.

Beberapa contoh :

Jika menerima penyandang disabilitas fisik, maka fokus pada kemampuan fisik
yang masih berfungsi optimal, potensi fungsional non-fisik (berbicara,
berinteraksi, melihat, mendengar), serta kebutuhan yang harus disiapkan untuk
menghilangkan/meminimalkan hambatan fisiknya (penyediaan alat bantu, akses
mobilitas yang landai).

* Jika menerima penyandang disabilitas sensorik penglihatan, maka fokus pada
kemampuan pendengaran, potensi fungsional fisik (mobilitas, tangan dan jari),
serta kebutuhan yang harus disiapkan untuk menghilangkan/meminimalkan
hambatan visual (alat bantu tongkat, media bersuara, aplikasi text to voice).

* Jika menerima penyandang disabilitas sensorik pendengaran, maka fokus pada
kemampuan penglihatannya, potensi fungsional fisik (mobilitas, tangan dan jari),
serta kebutuhan yang harus disiapkan untuk menghilangkan/meminimalkan
hambatan audio (alat bantu dengar, media visual, aplikasi voice to text).

* Jika menerima penyandang disabilitas Intelektual, maka fokus pada
kemampuan kemandirian, perhatian terhadap pekerjaan, potensi fungsional fisik
dan sensorik, serta kebutuhan yang harus disiapkan untuk menghilangkan/
meminimalkan hambatan intelektual (perintah sederhana, visualisasi proses
kerja, layanan relaksasi).

Jika menerima penyandang disabilitas mental, maka fokus pada kemampuan
sensorik dan fisik, serta kebutuhan yang harus disiapkan untuk menghilangkan/
meminimalkan hambatan mental yang dialami (suasana kerja yang nyaman,
detail pekerjaan secara visual dan teks, layanan relaksasi).
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ll Disabilitas memiliki beragam jenis dan karakteristik sesuai kondisi fungsional
masing-masing. Setiap individu memiliki perbedaan kondisi, sehingga tidak bisa
disamakan dalam mengakses pekerjaan. Namun setiap individu juga memiliki ~—
potensi yang dapat dikembangkan menjadi produktivitas dalam bekerja. Jika
fokus pada potensi dan kemampuan, maka peluang jenis pekerjaan akan
semakin terbuka dan memberikan dampak positif bagi setiap pekerja
penyandang disabilitas.

| v
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EMPATI, ETIKA, DAN
PELAYANAN INKLUSIF

Sikap yang inklusif mensyaratkan empati, etika dan pemberian layanan yang setara
bagi penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Perbedaan kondisi fungsional antar
manusia adalah keniscayaan yang dapat dialami oleh siapapun baik sejak lahir
maupun selama menjalani proses kehidupan. Dengan memaknai perbedaan sebagai
bentuk universalitas, kesadaran melakukan tugas/fungsi sebagai Pengantar Kerja
akan berangkat dari sifat humanisme untuk kesetaraan dan non-diskriminatif.

Untuk menjadi individu yang berpihak
pada penyandang disabilitas secara
konsisten dan tepat, pemahaman
tentang empati, etika, dan layanan
setara merupakan pondasi penting. Hal
ini akan berdampak pada
menumbuhkan penerimaan atas hak-
hak penyandang disabilitas serta
meningkatkan persepsi positif dan
kesadaran sosial yang lebih besar
terhadap para penyandang disabilitas.

Empati

Empati adalah tindakan memahami, menyadari, peka terhadap, dan secara tidak
langsung mengalami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain.® Empati
merupakan faktor penting dalam proses integrasi penyandang disabilitas dalam
masyarakat. Empati dapat meningkatkan jumlah relawan, meningkatkan kesempatan
kerja bagi penyandang disabilitas, dan mengurangi kekerasan dan perundungan di
layanan ketenagakerjaan atau tempat kerja.

Beberapa jenis empati adalah:

Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan
apa yang mungkin mereka pikirkan dan rasakan. Ini adalah peta mental yang Anda
gambar tentang dunia mereka, yang diinformasikan oleh pengetahuan,
pengamatan, dan pengalaman Anda.

Empati emosional terjadi ketika Anda merasakan sesuatu bersama seseorang. Ini
adalah resonansi emosional yang lebih dalam yang melampaui pemahaman mental.

5 https://www.merriam-webster.com/dictionary/empathy
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Tindakan Empatik adalah bagian dari empati yang melibatkan tindakan. Tindakan
ini lebih dari sekadar memahami orang lain dan berbagi perasaan mereka: tindakan
ini benar-benar menggerakkan kita untuk bertindak dan membantu semampu kita.

Hal ini hadir dalam berbagai bentuk, tergantung situasinya, mulai dari bantuan
langsung, menanyakan bagaimana Anda bisa membantu, hingga sekadar duduk
diam bersama mereka dan tidak "melakukan" apa pun, yang seringkali justru
merupakan hal yang orang tersebut butuhkan dari kita.

Tanpa tindakan, empati bisa terasa tidak lengkap. Bahkan gestur kecil yang penuh
perhatian pun dapat membantu seseorang merasa diperhatikan, didukung, dan
dihargai.

Terkadang tindakan bukan tentang melakukan lebih banyak, melainkan tentang
menjadi lebih baik. Seperti yang dikatakan David Tubley, "Jangan hanya melakukan
sesuatu, berdirilah di sana!"

Bentuk Empati yang Tepat dan Sesuai

* Empati yang tidak merendahkan kemampuan penyandang disabilitas.
* Empati yang tulus diberikan dengan tujuan membantu.

* Tindakan empati diberikan dengan sewajarnya, tidak berlebihan.

Etika

Proses interaksi dan komunikasi memerlukan pemahaman tentang etika. Menurut
bahasa (etimologi) istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti
adat-istiadat (kebiasaan), perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan
perbuatan atau mengajarkan tentang keluhuran budi baik-buruk.® Secara umum
dapat dipahami bahwa etika adalah etos kemanusiaan yang berorientasi pada nilai
keluhuran, kebaikan dan kearifan.

Pemberian layanan serta dukungan atas
kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi
penyandang disabilitas untuk bekerja
terutama di sektor formal dilakukan dengan
mempertimbangkan etika yang tepat
berbasis hak asasi manusia. Etika dapat
menjadi semacam prosedur standar
pelayanan dengan kesadaran hati yang
menjunjung dan menjaga sikap respek,
peduli, dan bermartabat terhadap
penyandang disabilitas.

6 M. Yatimim Abdullah, Pengantar Study Etika, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 4.
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Cakupan Etika

Setidaknya ada 3 cakupan etika ketika berinteraksi dengan penyandang disabilitas,
yaitu:

o Etika Berkomunikasi

* Memperlihatkan sikap yang ramah, positif, dan
tulus.

* Memberikan kesempatan untuk mendengarkan
apa yang disampaikan.

Merespon pertanyaan dengan bahasa yang
mudah dipahami, tidak merendahkan/
underestimate.

9 Etika Memberikan Bantuan
* Memberikan perhatian pada apa yang akan
diberikan bantuan.

* Menanyakan dengan empati apakah
memerlukan bantuan.

* Memberikan bantuan dengan berkomunikasi
secara jelas dengan meminta persetujuan.

9 Etika Memberikan Dukungan
* Memastikan bahwa dukungan yang diberikan
menjadi kebutuhan.

* Memilih cara memberikan dukungan dengan
wajar, positif, dan tidak bias.

*Menyatakan dukungan secara jelas, mudah
dipahami, dan berorientasi pada kemajuan.

Pelayanan inklusif

Akselerasi perusahaan dalam menciptakan proses rekrutmen, penempatan, dan
pendampingan yang inklusif merupakan langkah penting yang bertujuan untuk
menciptakan lingkungan kerja yang inklusif serta memastikan partisipasi aktif
penyandang disabilitas.

Negara harus mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi,
yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
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Prinsip Kesetaraan Layanan Penyandang Disabilitas

Dalam menjalankan layanan yang setara bagi penyandang disabilitas, beberapa hal
prinsip yang harus dipertimbangkan adalah:

@ Penghormatan terhadap keragaman individu secara bermartabat dalam
seluruh proses layanan dan interaksi.

@ Kebebasan untuk memberikan pendapat dan pilihan atas layanan yang
disediakan.

Q)

Sikap dan kebijakan yang non-diskriminatif dalam mengakses layanan yang
disediakan atas dasar disabilitas.

CQ

Kesetaraan kesempatan untuk mengakses layanan, peluang kerja, dan
fasilitas.

Q

Aksesibilitas dan akomodasi yang layak sesuai ragam disabilitas dengan
kondisi dan kebutuhan baik fisik maupun non-fisik.
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Strategi Melakukan Layanan Setara

Untuk menjamin terlaksananya layanan yang setara bagi penyandang disabilitas,
dapat dilakukan pendekatan atau strategi antara lain sebagai berikut:

@ Memastikan kebijakan teknis layanan menghindari hal-hal yang diskriminatif
bagi penyandang disabilitas.

@ Melakukan interaksi dan komunikasi dengan respek dan penghormatan
dalam memberikan layanan.

@ Penyediaan informasi layanan yang sama baik bagi penyandang disabilitas
maupun Non-disabilitas.

@ Memberikan perhatian dan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan
pendapat dan pilihan atas layanan yang disediakan.

@ Menyiapkan aksesibilitas lingkungan, informasi, dan layanan sesuai ragam
disabilitas.

@ Memberikan dukungan pendampingan sesuai kebutuhan yang diharapkan.

Penting untuk dipahami dalam memberikan layanan setara untuk tidak fokus pada
kondisi disabilitasnya namun pada jenis layanan yang dibutuhkan serta apa yang
bermanfaat bagi pemenuhan akses pekerjaan penyandang disabilitas.

Mengatasi Diskriminasi, Stigma dan Bias Dalam
Pelayanan

CRPD mengakui bahwa diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas
merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang,
serta melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk pekerjaan,
mencakup kondisi perekrutan, penerimaan dan pemberian kerja, perpanjangan masa
kerja, pengembangan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat.
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“Diskriminasi berdasarkan disabilitas” berarti setiap perbedaan, pengecualian, atau
pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau
meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan
yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam
bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya. Hal ini mencakup
semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang
beralasan.

Diskriminasi langsung terjadi ketika penyandang disabilitas diperlakukan secara tidak
adil atas alasan apa pun yang berkaitan dengan disabilitas mereka. Contohnya adalah,
Pemberi Kerja di sektor publik yang tidak mempertimbangkan penyandang disabilitas
untuk suatu pekerjaan dengan asumsi bahwa penyandang disabilitas tersebut tidak
akan mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Diskriminasi tidak langsung mengacu pada penerapan hukum, kebijakan, atau
praktik yang tampak netral tetapi berdampak negatif terhadap penyandang
disabilitas. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika suatu kesempatan
mengecualikan penyandang disabilitas karena kerangka kesempatan tersebut tidak
mempertimbangkan situasi mereka dan, akibatnya, mereka tidak dapat
memanfaatkan kesempatan itu sendiri. Misalnya, jika satu-satunya cara untuk
memasuki gedung publik untuk wawancara kerja adalah melalui tangga, kandidat
yang menggunakan kursi roda ditempatkan pada posisi yang tidak setara karena
mereka tidak dapat memasuki gedung tersebut.

Sikap diskriminasi biasanya berakar dari adanya stigma dan bias yang ada pada diri
pemberi layanan sehingga memunculkan persepsi negatif, memandang rendah dan
tidak memiliki kemampuan, kurang ramah dalam berkomunikasi, atau menganggap
tidak perlu penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak.

Diskriminasi penyandang disabilitas di tempat kerja ditandai oleh bullying secara
terang-terangan, intimidasi, adanya gurauan atau ucapan yang tidak sopan terkait
disabilitas dari seorang pekerja, akomodasi yang sesuai dengan kedisabilitasan tidak
disediakan, dan mendapat perlakuan yang berbeda atas keterbatasan yang
dimiliki.Diskriminasi erat kaitannya dengan ketidakadilan. Ketika seseorang
diperlakukan tanpa menghormati atau menjaga akan hak orang tersebut, maka
disana terjadi ketidakadilan.
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Stigma Penyandang Disabilitas

Stigma sering muncul dari pandangan yang salah dan kurangnya pemahaman
mengenai kemampuan dan potensi penyandang disabilitas. Stigma dan diskriminasi
dalam hak pekerjaan terjadi dalam berbagai bentuk seperti akses informasi, proses
rekrutmen, proses penempatan kerja, hingga kesiapan dalam proses penempatan
kerja yang sesuai yang seringkali menganggap mereka tidak mampu melakukan
pekerjaan tertentu tanpa memberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan
mereka.

Bentuk Stigma dalam Hak Ketenagakerjaan

* Stigma atas Kemampuan

Anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki pengetahuan yang rendah,
tidak berpendidikan, tidak memiliki kemampuan bekerja dan produktif, hanya
menjadi beban.

* Stigma atas Perilaku Sosial

Anggapan bahwa penyandang disabilitas memiliki perilaku yang mengganggu
lingkungan kerja, tidak bisa berinteraksi, tidak perlu bersosialisasi atau keluar
rumah dan bekerja, bahkan khawatir mempengaruhi orang lain.

* Stigma atas Partisipasi

Anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak dibutuhkan di lingkungan kerja,
perlu dipisahkan atau dikucilkan dari lingkungan kerja, tidak perlu dilibatkan
dalam kegiatan.

Meskipun saat ini stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas telah
berkurang dibanding beberapa tahun lalu, hal ini masih ada baik secara sadar maupun
tidak pada berbagai individu di baik di lingkungan Pemerintah, Perusahaan, maupun
masyarakat. Kondisi ini merupakan tantangan terbesar untuk mengurai
ketidaksetaraan serta sikap diskriminatif baik dalam bentuk kebijakan, teknis layanan,
kesempatan kerja, atau perluasan kerja.
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Strategi Menghentikan Stigma dan Bias Layanan

Berbagai tindakan perlu dilakukan untuk melawan stereotip, prasangka, dan praktik-
praktik yang merugikan menyangkut penyandang disabilitas, termasuk yang
didasarkan jenis kelamin dan usia, dalam seluruh bagian kehidupan.

* Meningkatkan literasi terkait hak-hak penyandang disabilitas dan kewajiban
layanan Pemerintah maupun perusahaan dalam merekrut pekerja dengan
disabilitas.

* Memahami karakteristik dan keunikan ragam disabilitas sehingga layanan dan
peluang penempatan kerja dapat sesuai dengan keahlian pekerja dengan
disabilitas.

* Mempromosikan kesadaran terhadap kesetaraan hak dan kewajiban, serta
meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang stigma dan disabilitas di tempat
kerja.

Menyediakan kesempatan kepada Penyandang datang dan mengakses layanan
yang ada.
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Ringkasan Isi

Bab 2 membahas pentingnya membangun karakter dan sikap inklusif
melalui pemahaman cara pandang disabilitas dari model charity, medis,
sosial, hingga hak asasi manusia sebagai fondasi perubahan perspektif
yang humanis dan konstruktif. Bab ini menekankan bahwa disabilitas
bukan semata kondisi individu, melainkan hasil interaksi dengan
lingkungan dan sistem yang belum inklusif.

Selain menjelaskan definisi, ragam, dan karakteristik disabilitas, Bab II
mendorong fokus pada potensi dan kemampuan penyandang disabilitas
dalam dunia kerja. Bab ini juga menggarisbawahi peran empati, etika,
dan pelayanan inklusif dalam mencegah diskriminasi, stigma, dan bias,
serta menyajikan strategi konkret untuk menciptakan layanan
ketenagakerjaan yang adil, bermartabat, dan berbasis hak asasi manusia
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Pelayanan Teknls Pencarl Kerja
Penyandang Disabilitas
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TARGET
KELUARAN

1 Memahamistandar pelayanan inklusi disabilitas.

pi Mampu menyediakan akomodasi yang layak dan layanan aksesibel.

3 Mampu menyesuaikan layanan dan komunikasi sesuai ragam
disabilitas.

Mampu melaksanakan pelayanan teknis yang setara dan
4 non-diskriminatif.

Pasal 27 UNCRPD tentang Pekerjaan dan Lapangan Kerja menjelaskan bahwa
Indonesia sebagai negara pihak yang telah menandatangani Ratifikasi Konvensi Hak
Penyandang Disabilitas melalui UU No 19 Tahun 2011:

Mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja, atas dasar kesetaraan
dengan yang lainnya; mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup
dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan
lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang
disabilitas.

Melindungi hak-hak penyandang disabilitas, atas dasar kesetaraan dengan yang
lainnya, untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menguntungkan,
termasuk kesempatan dan remunerasi atas pekerjaan dengan nilai sama, kondisi
kerja yang sehat dan aman, termasuk pelindungan dari pelecehan dan
pengurangan kesedihan.

Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang
disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan,
mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan.

Menjamin agar akomodasi yang beralasan tersedia di tempat kerja bagi
penyandang disabilitas.

Sektor ketenagakerjaan melalui sistem antar kerja memiliki peran strategis menjamin
terlaksana dan tercapainya pemenuhan hak pekerjaan penyandang disabilitas
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 UN CRPD. Pelayanan bagi Pencari Kerja
penyandang disabilitas menjadi pintu utama mengakses kesempatan kerja yang
tersedia, sehingga implementasi teknisnya mengakomodasi inklusivitas penyandang
disabilitas.
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Standar Pelayanan Inklusi Disabilitas

Pelayanan yang inklusi disabilitas memiliki beberapa aspek yang harus diperhatikan
sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan dan partisipasi bermakna penyandang
disabilitas dalam lingkungan kerja. Ketika penyandang disabilitas mencari pekerjaan,
mereka memiliki kondisi yang berbeda-beda baik secara fungsional, sosial, ekonomi,
dan pendidikan.

Pemberian layanan teknis Pencari Kerja penyandang disabilitas harus disiapkan
dengan sebaik-baiknya mulai dari pencarian informasi, memperoleh keterangan
tentang jenis pekerjaan yang dibuka, proses melamar pekerjaan, proses dan tahapan
seleksi, sampai dengan informasi diterima sebagai pekerja.

Akomodasi yang Layak

“Akomodasi yang beralasan” berarti modifikasi dan
penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak
memberikan beban tambahan yang tidak proporsional
atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus
tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan
semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan
yang lainnya.

(Sumber: Parakerja)

Penolakan akomodasi yang layak terjadi ketika modifikasi, penyesuaian, dan
dukungan individual yang diperlukan dan sesuai (yang tidak memberikan beban yang
tidak proporsional atau tidak semestinya) tidak diterapkan. Akomodasi yang wajar
berarti modifikasi, penyesuaian, dan dukungan yang diperlukan untuk memastikan
kesetaraan penikmatan atau pelaksanaan hak asasi manusia atau kebebasan
fundamental.

Pemberian pelayanan Pencari Kerja bagi penyandang disabilitas harus
mempertimbangkan bentuk teknis akomodasi yang layak sesuai dengan ragam
disabilitas.

Prinsip

* Penyesuaian Berdasarkan Kondisi Disabilitas
Penyesuaian layanan diberikan sesuai ragam disabilitas dan tingkat kondisi
fungsional yang dialami.

* Kemudahan
Dukungan dan penyesuaian yang disediakan mudah untuk diakses atau
digunakan oleh setiap raga disabilitas ketika membutuhkan layanan.

* Kebermanfaatan / Dampak
Adanya penyediaan akomodasi yang layak berbasis pada manfaat dan dampak
yang dapat langsung dirasakan oleh penyandang disabilitas.

* Ketersediaan

Layanan akomodasi yang layak selalu tersedia dan dapat digunakan oleh
penyandang disabilitas.
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Bentuk

Beberapa bentuk akomodasi yang layak adalah:

* Penyediaan Teknologi Asistif

Dalam pemenuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, teknologi
pendukung seringkali menjadi jawaban dalam membantu melakukan aktivitas
dalam menerima layanan. Pemenuhan teknologi pendukung dapat disiasati
dengan penggunaan ragam aplikasi yang kini sudah tersedia di Appstore dan
dapat diunduh baik secara gratis maupun berbayar.

* Penyediaan Asisten Personal

Asisten atau pendamping personal merupakan bentuk dukungan akomodasi
yang layak untuk memberikan kemudahan dan efektivitas sesuai kebutuhan
sehingga kesetaraan mendapatkan layanan dapat terpenuhi.

* Penyesuaian dan Dukungan Lingkungan

Hal terpenting dalam penyediaan akomodasi bagi pekerja disabilitas adalah rekan
kerja. Ketersediaan rekan kerja/buddies yang loyal dan memiliki mindset positif
terhadap pekerja dengan disabilitas, dapat membantu mengatasi hambatan dari
lingkungan tempat bekerja.

@ Fleksibilitas

Pedoman teknis layanan yang inklusif mempertimbangkan fleksibilitas yang
wajar bagi penyandang disabilitas sehingga kesempatan mengakses layanan
dapat terpenuhi secara optimal. Fleksibilitas dapat berupa waktu, tempat, cara
melakukan komunikasi, pengisian formulir.

Contoh:

Seorang pekerja dengan gangguan penglihatan yang tidak diberikan peralatan
yang sesuai untuk melakukan tugas yang dialokasikan, seperti program komputer
yang memperbesar teks di layar komputer, telah ditolak akomodasi yang layak.

SR T
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Membuat informasi dapat diakses oleh individu
penyandang disabilitas, memodifikasi peralatan,
memungkinkan bekerja dari rumah, memastikan
bahwa penerjemah disediakan dalam rapat,
mengatur ulang kegiatan, menjadwal ulang
pekerjaan, atau menyediakan personel pendukung.

Ragam akomodasi bagi pekerja disabilitas di
tempat kerja, diantaranya restrukturisasi pekerjaan,
jadwal kerja yang adaptif, retensi karyawan/
penugasan kembali, relokasi kerja, lingkungan
aksesibel, teknologi pendukung, dan rekan kerja.

Aksesibilitas

CRPD menjelaskan pentingnya aksesibilitas sebagai bentuk layanan yang inklusif non-
diskriminatif, setara, dan memberdayakan penyandang disabilitas. Indonesia sebagai
negara pihak harus mengakui pentingnya aksesibilitas kepada lingkungan fisik, sosial,
ekonomi dan kebudayaan, kesehatan dan pendidikan, serta informasi dan komunikasi,
yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk menikmati sepenuhnya semua
hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Aksesibilitas berarti bahwa penyandang disabilitas dapat mengakses dan
menggunakan dengan aman dan lancar hal-hal berikut: lingkungan fisik, transportasi
umum, layanan, pengetahuan, informasi, dan komunikasi, termasuk dalam lingkungan
digital. Peningkatan aksesibilitas merupakan prasyarat bagi penyandang disabilitas
untuk memenuhi hak-hak mereka dan hidup bermartabat, dan hal ini harus didukung
oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip desain universal 61 dan penggunaan
teknologi bantu yang efektif.
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“Desain universal” berarti desain produk, lingkungan, program dan pelayanan yang
dapat digunakan oleh semua orang, semaksimal mungkin, tanpa memerlukan suatu
adaptasi atau desain khusus. “Desain universal” tidak mengecualikan alat bantu bagi
kelompok penyandang disabilitas tertentu pada saat diperlukan. Dalam konsep desain
universal, manfaat dan penggunaannya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas
maupun non-disabilitas.

Kunci aksesibilitas adalah konsep desain universal, yang merupakan “desain produk,
lingkungan, program, dan layanan agar dapat digunakan oleh semua orang,
semaksimal mungkin, tanpa memerlukan adaptasi atau desain khusus. Desain
universal mendorong kemandirian, martabat, dan inklusi sosial setiap orang, tanpa
memandang usia, jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial ekonomi mereka dalam
masyarakat.

Prinsip

Aksesibilitas meliputi aksesibilitas lingkungan fisik dan informasi. Dalam aksesibilitas
fisik, prinsip yang harus dipahami adalah:

* Keselamatan: Desain harus aman bagi semua pengguna, seperti menyediakan
lantai tidak licin dan saluran air yang tertutup.

Kemudahan: Memungkinkan akses dan penggunaan yang mudah, seperti
menyediakan ramp kursi roda, lift, atau pintu otomatis.

Kegunaan: Desain harus memberikan kesetaraan penggunaan, fleksibilitas, dan
kemudahan akses informasi.

Kemandirian: Memberikan kemampuan bagi penyandang disabilitas untuk
melakukan sesuatu secara mandiri, seperti toilet khusus dengan rel pengaman
atau label dalam huruf Braille.
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Untuk aksesibilitas informasi, telah dikembangkan prinsip secara internasional
bagaimana aksesibilitas layanan informasi atau website harus diperhatikan:

q«

q«

q«

Perceivable (Dapat Dirasakan): Informasi dan komponen antarmuka pengguna
harus dapat disajikan kepada pengguna dengan cara yang dapat dirasakan
mereka. Ini termasuk menyediakan teks alternatif untuk gambar, suara untuk
video, dan memungkinkan konten disajikan dengan cara yang berbeda.

Operable (Dapat Dioperasikan): Komponen antarmuka pengguna dan navigasi
harus dapat dioperasikan. Ini berarti semua fungsi harus dapat diakses melalui
keyboard, pengguna harus memiliki cukup waktu untuk berinteraksi, dan tidak
ada konten yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi negatif.

Understandable (Dapat Dipahami): Informasi dan pengoperasian antarmuka
pengguna harus dapat dipahami. Ini mencakup teks yang jelas, dapat diprediksi,
dan dapat dipahami, serta bantuan untuk menghindari atau memperbaiki
kesalahan.

Robust (Tangguh): Konten harus cukup tangguh untuk diinterpretasikan secara
andal oleh berbagai agen pengguna, termasuk teknologi bantuan. Ini
memastikan konten dapat diakses secara konsisten seiring perkembangan
teknologi.

Penyediaan aksesibilitas informasi saat ini terus berkembang dengan adanya inovasi
teknologi. Kebutuhan penyediaan seringkali fokus pada pembiayaan yang dianggap
mahal. Dalam hal ini, yang terpenting adalah kebermanfaatan secara efektif bagi
pengguna dan kemudahan dalam mengakses.

Modul Pengantar Kerja Inklusif
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Prinsip Dalam Desain Universal

Prinsip 1: Penggunaan yang Adil. Desain ini bermanfaat dan dapat dipasarkan
kepada orang-orang dengan beragam kemampuan.

Prinsip 2: Fleksibilitas dalam Penggunaan. Desain ini mengakomodasi beragam
preferensi dan kemampuan individu.

Prinsip 3: Penggunaan yang Sederhana dan Intuitif. Penggunaan desain ini
mudah dipahami, terlepas dari pengalaman, pengetahuan, keterampilan
berbahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna saat ini.

Prinsip 4: Informasi yang Dapat Dipahami. Desain ini mengomunikasikan
informasi yang diperlukan secara efektif kepada pengguna, terlepas dari kondisi
lingkungan atau kemampuan sensorik pengguna.

Prinsip 5: Toleransi terhadap Kesalahan. Desain ini meminimalkan bahaya dan
konsekuensi buruk dari tindakan yang tidak disengaja atau tidak disengaja.

Prinsip 6: Upaya Fisik yang Rendah. Desain ini dapat digunakan secara efisien
dan nyaman, serta dengan kelelahan yang minimal.

Prinsip 7: Ukuran dan Ruang untuk Pendekatan dan Penggunaan. Ukuran dan
ruang yang sesuai disediakan untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan
penggunaan, terlepas dari ukuran tubuh, postur, atau mobilitas pengguna.

Cakupan Layanan

* Informasi Pekerjaan

Informasi jenis pekerjaan seringkali tidak mudah
diakses oleh penyandang disabilitas karena
berbagai hal seperti media yang digunakan, bentuk
informasi yang dipakai, serta kejelasan informasi
yang diberikan. Informasi yang diperlukan antara
lain:

@ Jenis pekerjaan yang dibuka.

@ Penjelasan narasi/ deskripsi tentang pekerjaan
yang dibuka.

& Persyaratan untuk dapat melamar.

@ Kesesuaian jenis pekerjaan dengan
kemampuan dan potensi pelamar.

Modul Pengantar Kerja Inklusif
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* Proses Melamar Pekerjaan

Proses melamar pekerjaan bagi penyandang
disabilitas menjadi salah satu hal penting agar
dapat mengikuti proses penerimaan atas jenis
pekerjaan yang dipilih/ diminati. Biasanya akan
banyak informasi yang ditanyakan oleh
penyandang disabilitas, terutama yang
berhubungan dengan kondisi disabilitasnya
dengan jenis pekerjaan dan lingkungan kerja
yang akan dihadapi. Pastikan bahwa informasi
yang diberikan dapat diterima dengan jelas,
penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang
layak selama proses, dan bersikap positif atau
dukungan alternatif yang diharapkan.

* Proses Seleksi

Dalam melakukan seleksi, penyesuaian harus
diberikan berdasarkan pada kondisi dan
kemampuan calon pekerja penyandang
disabilitas. Tim seleksi harus dipastikan
memahami kondisi spesifik pelamar, etika
berkomunikasi, cara berkomunikasi efektif, dan
kemampuan menilai kesesuaian potensi dengan
jenis pekerjaan. Pemahaman tentang akomodasi
yang layak dan aksesibilitas penting dikuasai
sehingga tidak terjadi bias ketika diterima
bekerja.

* Informasi Hasil Seleksi

Penyandang disabilitas Pencari Kerja tentu
menanti hasil lamaran dan seleksi yang dijalani.
Hal ini akan berpengaruh pada kondisi psikologis
mereka untuk menyiapkan diri ke dunia kerja
yang menerima atau sebaliknya belum diterima
sehingga memunculkan perasaan negatif.

Informasi hasil sebaiknya disampaikan dengan
jelas dan transparan pertimbangan yang
diberikan baik diterima maupun tidak. Kanal
penyampaian informasi disesuaikan dengan
permintaan pelamar, dan mempertimbangkan
media yang biasa digunakan. Jika perlu dapat
disediakan ruang pertanyaan atau konsultasi.

Modul Pengantar Kerja Inklusif
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Strategi Pemberian Layanan Inklusi Disabilitas

Dalam memberikan layanan yang menjamin non-diskriminasi serta mendukung
keberhasilan penyandang disabilitas, beberapa strategi dapat dilakukan:

@ Pendekatan humanis.

@ Pendalaman konteks situasi personal.

@ Fokus pada potensi dan kemampuan.

@ Terbuka terhadap dukungan yang diperlukan.

Teknik Komunikasi dan Pendekatan untuk Tiap Ragam
Disabilitas

“Komunikasi” mencakup bahasa, tayangan teks, Braille, komunikasi tanda timbul,
cetak besar, multimedia yang dapat diakses maupun bentuk-bentuk tertulis, audio,
plain-language, pembaca-manusia dan bentuk-bentuk, sarana dan format
komunikasi augmentatif maupun alternatif lainnya, termasuk informasi dan teknologi
komunikasi yang dapat diakses.

Komunikasi merupakan proses interaksi antara pemberi dan penerima informasi
melalui media atau cara tertentu agar terjadi saling berkirim informasi dan terjadi
respon yang sesuai.

Untuk  berkomunikasi secara inklusif
terhadap disabilitas, kita harus memahami
bahwa penyandang disabilitas merupakan
bagian dari keberagaman manusia. Alihkan
fokus kepada orangnya, bukan pada
disabilitasnya. Dalam berkomunikasi
tentang penyandang disabilitas, kita juga
perlu mengenali narasi menyeluruh yang
telah digunakan untuk menggambarkan
penyandang disabilitas, bagaimana
memodelkan dan membentuk narasi untuk
memastikan inklusi.

Komunikasi merupakan proses interaksi antara pemberi dan penerima informasi
melalui media atau cara tertentu agar terjadi saling berkirim informasi dan terjadi
respon yang sesuai.

Salah satu hal penting yang harus dipahami dan dihindari dalam berkomunikasi
adalah abelisme/abeleisme. Ableisme menganggap penyandang disabilitas kurang
layak dihormati dan dipertimbangkan, kurang mampu berkontribusi dan
berpartisipasi, serta kurang berharga dibandingkan orang lain. Sementara banyak
wacana diskriminatif semakin ditentang oleh opini publik, ableisme terus
melegitimasi bentuk-bentuk ekspresi dan perilaku diskriminatif. Diskriminasi ini
mungkin disadari atau tidak disadari, dan mungkin mengakar dalam institusi, sistem,
dan budaya masyarakat yang lebih luas.

Modul Pengantar Kerja Inklusif
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Urgensi & Dampak Komunikasi

Komunikasi menjadi kunci interaksi manusia dan lingkungan dengan penyandang
disabilitas. Dalam hal pencarian kerja, komunikasi yang efektif dan tepat akan
memberikan dampak keberhasilan akses penyandang disabilitas memasuki pasar
kerja.

Komunikasi memainkan peran kunci dalam mengubah norma dan beralih dari model
amal atau medis menjadi model sosial atau pendekatan berbasis hak asasi manusia.

Komunikasi bagi penyandang disabilitas memiliki dampak yang mendalam terhadap
keselamatan, otonomi, inklusi sosial, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kesulitan
berkomunikasi dapat menyebabkan isolasi sosial, masalah kesehatan mental, dan
meningkatnya kerentanan terhadap pelecehan dan diskriminasi. Kurangnya media
komunikasi dapat menyebabkan isolasi sosial, sementara ketidakmampuan untuk
mengungkapkan kebutuhan dapat mengakibatkan frustasi dan perilaku yang
menantang.

Strategi Komunikasi dan Pendekatan

Bicaralah kepada penyandang disabilitas sebagaimana Anda berbicara kepada
orang lain. Bicaralah dengan nada yang sesuai usia dan perlakukan orang dewasa
sebagaimana orang dewasa.

Jika seorang penyandang disabilitas didampingi oleh orang Ilain, seperti
pengasuh, Anda tetap harus berbicara langsung kepada penyandang disabilitas
tersebut.

Utamakan orangnya, bukan disabilitasnya. Misalnya, gunakan istilah
'‘Disabilitas Tuli' daripada 'Tuna Rungu'.

Hindari frasa negatif seperti 'menderita’ dan 'cacat. Gunakan frasa 'orang yang
menggunakan kursi roda' daripada 'terikat kursi roda'.
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Strategi komunikasi berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada tabel di bawah.”

Komunikasi dengan Disabilitas Sensorik Penglihatan

Saat bertemu orang dengan gangguan
penglihatan, selalu panggil mereka
dengan nama dan perkenalkan diri
Anda. Bicaralah dengan jelas dan
dengan suara normal, tidak perlu
meninggikan suara. Ingatlah bahwa
orang dengan gangguan penglihatan
tidak dapat mengandalkan isyarat visual
yang sama dengan orang tanpa
gangguan penglihatan. Pastikan Anda
mengungkapkan pikiran atau perasaan
apapun secara verbal. Saat memasuki
atau meninggalkan ruangan, katakan
sesuatu agar orang dengan gangguan
penglihatan tidak merasa malu karena
berbicara di tempat kosong.

Komunikasi dengan Disabilitas Sensorik Pendengaran

Tarik perhatian lawan bicara sebelum
berbicara. Cobalah tepukan lembut di
bahu, lambaian tangan, atau isyarat
visual lainnya untuk menarik perhatian
lawan bicara.

Hadapi lawan bicara secara langsung
dan pertahankan kontak mata. Pastikan
mulut Anda terlihat, jangan
menutupinya dengan tangan atau
benda lain saat berbicara. Tatap lawan
bicara secara langsung saat berbicara
dan jangan berbicara terlalu cepat atau
terlalu lambat. Jangan berlebihan dalam
menggerakkan mulut, karena hanya
akan mempersulit pembacaan bibir.
Gunakan kalimat pendek. Jaga volume
suara Anda tetap alami dan jangan
berteriak.

7 https://afdo.org.au/resource-communication-with-people-with-disabilities/
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Komunikasi dengan Disabilitas intelektual

Pastikan Anda mendapatkan perhatian
orang tersebut sebelum mulai berbicara.
Cobalah menyebutkan namanya atau
lakukan kontak mata. Pastikan
pertanyaan Anda sederhana dan
jawaban Anda mudah dipahami.
Ingatlah bahwa bahasa tubuh Anda
penting karena penyandang disabilitas
intelektual sering kali mengandalkan
isyarat visual. Bersiaplah untuk
menggunakan informasi visual atau
mendapatkan informasi visual dari
penyandang disabilitas intelektual.
Bersikaplah spesifik dan langsung.
Hindari berbicara menggunakan
abstrak, akronim, metafora, atau
permainan kata.

Komunikasi dengan Disabilitas Mental
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